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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai

Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan
Hotel, tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai Pemohon;
Melawan
Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawati Percetakan, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 04 September
2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan
register Nomor 1358/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 04 September 2013,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada
hari Kamis tanggal 21 Februari 2002 M bertepatan dengan tanggal 06
Zulhijjah 1422 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Samarinda llir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/84/11/2002 tanggal 27 Februari
2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Gunung Merapi RT.05 No.53
Kelurahan Jawa Kota Samarinda selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Laki-laki, lahir di Samarinda tanggal
31 Juli 2003;

4. Bahwa sejak bulan November tahun 2012, antara Pemohon dengan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Termohon lebih sering tinggal dirumah orang tuanya daripada tinggal
bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon. Termohon hanya
beralasan karena ia lebih merasa senang jika tinggal dirumah orang tuanya.
Sehingga akibat dari sikap Termohon tersebut, tugas dan tanggung jawab
Termohon sebagai seorang istri menjadi terabaikan seperti halnya
Termohon sudah tidak lagi menyiapkan makan untuk Pemohon dan
melayani keperluan Pemohon yang lainnya. Seharusnya sebagai seorang
istri, Termohon tidak semestinya bersikap demikian, Termohon harusnya
dapat menempatkan posisinya sebagai seorang istri yang taat kepada
suami yang harus selalu mendampingi suami dimanapun berada, namun
kenyataannya Termohon tidak bersikap demikian terhadap Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku
Termohon tersebut dengan menasehati Termohon agar berubah demi
keutuhan rumah tangga namun Termohon tidak mengindahkan malahan
perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya

Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua
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Pemohon) dengan izin Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi
Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,
damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon
mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan
Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim

telah mengupayakan penasehatan dalam persidangan kepada kedua belah

pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik,
namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak
menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Syakrani

(Hakim Pengadilan Agama Samarinda) untuk menjalankan fungsi mediator,

tetapi hasilnya gagal;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, dinyatakan olehnya

permohonan tersebut tetap dipertahankan;
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Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban
terhadap permohonan Pemohon vyang pada pokoknya mengakui dan
membenarkan dalil-dalil pemohon, namun termohon keberatan bercerai dengan

pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan
tidak mengajukan replik karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil-
dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas
nama Pemohon dan Termohon, nomor 169/84/11/2002, tanggal 27 Februari
2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda llir,
Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi,
masing-masing bernama :

1. Saksi I, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bersaudara dengan
pemohon;

b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu
orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
sejak satu tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung
Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi mengetahui
perubahan sikap kedua belah pihak saling tidak tegur sapa tidak seperti
sebelimnya bercanda dan berjalan bersama;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dikarenakan Termohon sering meninggalkan pemohon ke

rumah orang tua termohon, dan tinggal disana beberapa hari, dan
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mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
Januari tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

N

. Saksi Il, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bersaudara dengan
pemohon;

b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu
orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
sejak satu tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung
Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi mengetahui
perubahan sikap kedua belah pihak saling tidak tegur sapa tidak seperti
sebelimnya bercanda dan berjalan bersama;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dikarenakan Termohon sering meninggalkan pemohon ke
rumah orang tua termohon, dan tinggal disana beberapa hari, dan
mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
Januari tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan
tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula
tidak mengajukan alat bukti apapun;
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Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya,
selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya
cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari uraian  putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis
Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam persidangan kepada kedua
belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan
baik, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para
pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Syakrani
(Hakim Pengadilan Agama Samarinda) untuk menjalankan fungsi mediator,
tetapi hasilnya gagal; Oleh karenanya kehendak pasal 82 Undang-undang
nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 154 Rbg. Dihubungkan dengan Perma nomor 1
tahun 2008, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 21
Februari 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon
adalah , oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu
raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengakui dalil-dalil
Pemohon, berdasarkan pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah
bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena
itu harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang

sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalii Pemohon berdasarkan alasan
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ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar
terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat
para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya
telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi | dan 2.
Saksi ll, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan
permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan
para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga
Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara
Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih,
dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon,
dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah
tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah
pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga
yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan
dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah
tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan
dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil
Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan
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hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-
Bajuri Juz Il halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat majelis,
berbunyi :

Artinya : Apabila Termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim
memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut.
Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan :
Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :
olauzls goas sl 85 2ar Jluwols ,0lro GMall

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih
dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak
bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

2 o Vg Y

Artinya : "Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat" H.R.
Bukari;
Oleh karenanya majelis hakim berpendapat perceraian lebih maslahat bagi
Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka
hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon
telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan
permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka setelah memperhatikan
ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis
Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, setelah Pengadilan Agama (majelis hakim) tidak berhasil

menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan
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talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah
tangga, Pengadilan Agama (majelis hakim) menjatuhkan keputusannya tentang
ijin bagi suami (pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, setelah
putusan ini berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk
menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang

bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Samarinda;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya
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pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs. Tamimudari, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, M.H. dan Drs. Ahmad Ziadi
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan M. Hamdi, SH., M.Hum.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan
Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, SH., M.Hum.
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- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 100.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumliah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 21 Oktober 2013
Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.
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